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ABSTRAK 

FANNY NUGRAHA HUSNI, 202120251060, 2024. 

Tindakan anarkis di dalam penyampaian pendapat di muka umum dalam bentuk 

unjuk rasa di Indonesia memang bukanlah hal yang baru, kasus kerusuhan dalam 

unjuk rasa Bawaslu Tahun 2019 merupakan salah satu kejadian memalukan dalam 

proses demokrasi di Indonesia. Penelitian ini penting dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Terhadap Kasus Unjuk 

Rasa, Dengan mengkaji Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang 

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan Peraturan Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara 

Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan Perkara Penyampaian 

Pendapat di Muka Umum. Dengan menggunakan penelitian hukum normatif, dalam 

menjawab dua rumusan masalah yaitu: Bagaimanakah standar operasional prosedur 

Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa? Dan Bagaimanakah penegakan 

hukum terhadap aksi unjuk rasa yang anarkis?. Hasil penelitian menyatakan bahwa 

Standar operasional prosedur Kepolisian dalam menangani kegiatan unjuk rasa 

selama ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur di dalam Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 1998 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2012. Terkait dengan unjuk rasa cara bertindak yang dilakukan 

oleh Polri disesuaikan dengan situasi dan kondisi, dimana pada tahapan ini dibagi 

menjadi 3 eskalasi situasi dalam pengendalian massa yaitu situasi damai (hijau) 

yang bertanggungjawab berada pada Satuan Dalmas Awal, kemudian situasi tidak 

tertib (kuning) yang bertanggungjawab berada pada Satuan Dalmas Lanjut, dan 

yang terakhir situasi melanggar hukum (merah) yang beranggungjawab berada pada 

Satuan PHH Brimob Polri. Dan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri 

terhadap unjuk rasa anarkis dilakukan dengan cara upaya non penal (preventif) dan 

upaya penal (represif). Penindakan terhadap pelanggaran dapat dilakukan secara 

dini dengan menerapkan urutan tindakan dari metode yang paling lunak sampai 

yang paling tegas dengan cara, menghentikan tindakan anarkis melalui himbauan, 

persuasif dan edukatif; menerapkan upaya paksa sebagai jalan terakhir setelah 

upaya persuasif gagal dilakukan; menerapkan penindakan hukum secara 

profesional, proporsional dan nesesitas. Dalam hal penindakan hukum tidak dapat 

dilakukan seketika, maka dilakukan upaya mengumpulkan bukti-bukti dan kegiatan 

dalam rangka mendukung upaya penindakan di kemudian hari dengan 

menggunakan proses penal (pengadilan). 

Kata Kunci: Tindakan Anarkis, Unjuk Rasa, Standar Operasional Prosedur 
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ABSTRACT 

FANNY NUGRAHA HUSNI, 202120251030, 2024. 

Anarchist actions in expressing opinions in public in the form of demonstrations in 

Indonesia are nothing new, the case of riots at the 2019 Bawaslu demonstration was 

one of the embarrassing incidents in the democratic process in Indonesia. This 

research is important to carry out with the aim of knowing Law Enforcement by the 

Police in Cases of Demonstrations, by examining Law Number 9 of 1998 

concerning Freedom to Express Opinions in Public and Regulation of the Head of 

the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2012 concerning 

Procedures for Providing Services, Security and Handling of Cases for Expressing 

Opinions in Public. By using normative legal research, to answer two problem 

formulations, namely: What are the standard operational procedures for the Police 

in handling demonstration activities? And how is law enforcement against anarchic 

demonstrations? The results of the research state that the standard operational 

procedures of the Police in handling demonstration activities so far have been in 

accordance with the procedures regulated in Law Number 9 of 1998 and Regulation 

of the Chief of the Indonesian National Police Number 7 of 2012. Regarding 

demonstrations, the way of action carried out by the National Police adjusted to the 

situation and conditions, where at this stage it is divided into 3 escalation situations 

in crowd control, namely peaceful situations (green) which are responsible for the 

Initial Community Development Unit, then disorderly situations (yellow) which are 

responsible for the Advanced Community Development Unit, and The last situation 

is a violation of the law (red) which is responsible for the PHH Unit of Brimob 

Polri. And law enforcement carried out by the National Police against anarchist 

demonstrations is carried out using non-penal (preventive) and penal (repressive) 

efforts. Action against violations can be carried out early by implementing a 

sequence of actions from the softest to the most firm methods by stopping anarchic 

actions through appeals, persuasion and education; applying coercive measures as 

a last resort after persuasive efforts have failed; implement legal action 

professionally, proportionally and appropriately. In the event that legal action 

cannot be taken immediately, efforts are made to collect evidence and activities to 

support future enforcement efforts using the penal process (court). 

Keywords : Anarchist Actions, Demonstrations, Standard Operating 

Procedures 
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